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D@ DaftarIstilah

Istilah

Deskripsi

Label Depan Kemasan
(Front-of-Package
Labelling / FOPL)

Sistem pelabelan gizi yang ditempatkan di bagian depan
kemasan untuk membantu konsumen membuat keputusan
cepat dan mudah terkait kesehatan produk.

Label Peringatan
(Front-of-Package
Warning Label / FOPWL)

Desain label interpretatif berbentuk simbol atau teks seperti
“Tinggi Gula”, “Tinggi Garam”, atau “Tinggi Lemak Jenuh”, yang
terbukti paling efektif menurunkan konsumsi produk tidak
sehat.

Pangan Olahan

Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses
dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan
tambahan termasuk pangan olahan tertentu, bahan tambahan
pangan, pangan produk rekayasa genetika, dan pangan
iradiasi.

Pangan Siap Saji

Pangan Siap Saji adalah makanan dan/atau minuman yang
sudah diolah dan siap untuklangsung disajikan ditempatusaha
ataudiluartempat usaha atas dasar pesanan.

Gula, Garam, dan Lemak
(GGL)

Zat gizi yang perlu dibatasi karena bila dikonsumsi berlebihan
meningkatkan risiko obesitas, hipertensi, diabetes, dan
penyakit tidak menularlainnya.

Penyakit Tidak Menular

Penyakit yang tidak menular dan bukan disebabkan oleh
penularan vektor, virus, dan bakteri namun lebih banyak
disebabkan oleh perilaku dan gaya hidup. Contohnya seperti
obesitas, diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung.

Survei Konsumsilndonesia

Survei nasional Kementerian Kesehatan untuk memantau pola
konsumsi masyarakat dan indikator kesehatan lainnya.

Nutrient Profiling Model
(NPM) /Model Profil Gizi

Kerangka penilaian kandungan gizi pada produk makanan dan
minuman untuk mengklasifikasikan berdasarkan kandungan
gizinya, serta menetapkan ambang batas zat gizi yang perlu
diperhatikan, seperti gula, garam, lemak jenuh, lemak trans,
pemanis non-gula dan kafein yang terbukti berhubungan erat
dengan penyakit tidak menular. NPM merupakan alat kebijakan
yang membantu pemerintah mengidentifikasi produk pangan
dalam kemasan yang tidak sehat, sehingga dapat digunakan
untuk mendorong kebijakan publik yang menurunkan
konsumesinya.

PAHO Nutrient Profile
Model

Model penilaian zat gizi dari Pan American Health Organization
yang menjadi rujukan penerapan Warning Label di negara-
negara Amerika Latin.

000

) cisdi.org




WHO SEARO Nutrient
Profile Model

Model profil gizi dari WHO Asia Tenggara yang digunakan untuk
mengatur pemasaran makanan dan minuman tidak sehat
kepada anak-anak.

Sistem Label Non-
Interpretatif

Label yang hanya menampilkan angka (misalnya GDA) tanpa
memberikan penilaian kesehatan maupun peringatan.

Sistem Label Interpretatif

Sistem label yang memberikan interpretasi nilai gizi, misalnya
Warning Label, NutriScore/Nutri-Level, Traffic Light, dan
Health Star Rating.

Lingkungan Pangan Sehat

Kondisi lingkungan yang mendukung masyarakat untuk
mengakses dan memilih makanan yang lebih sehat melalui
regulasi, edukasi, dan pembatasan pemasaran produk tidak
sehat.

Reformulasi Produk

Proses industri mengurangi atau mengubah kandungan gula,
garam, lemak jenuh, atau pemanis dalam produk sebagai
respon terhadap kebijakan gizi.

Pembatasan Pemasaran

Kebijakan yang membatasi iklan, promosi, dan penjualan
makanan/minuman tidak sehat terutama kepada anak-anak
danremaja.

Konflik Kepentingan
(Conflict of Interest)

Situasi di mana kepentingan komersial industri dapat
memengaruhiproses penyusunanatauimplementasikebijakan
publik.

Interferensi Industri

Strategi industri untuk mempengaruhi regulasi melalui
lobi, pendanaan riset, kampanye publik, atau narasi yang
melemahkan kebijakan berbasis bukti.

Cukai Minuman
Berpemanis Dalam

Instrumen fiskal untuk mengurangi konsumsi gula melalui
peningkatan harga minuman berpemanis.

Kemasan (MBDK)
Paket Kebijakan Pendekatan kebijakan yang menggabungkan beberapa
Lingkungan Pangan Sehat intervensi, seperti Warning Label, pembatasan pemasaran,

Komprehensif

kebijakan sekolah, dan cukai MBDK, untuk menciptakan
dampakyang lebih kuat.

Pengawasan Partisipatif

Pemantauan bersama oleh masyarakat, organisasi masyarakat
sipil/civil society organization (CSO), akademisi, dan media
untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan sesuai
regulasi.
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Konsumsi gula, garam, dan lemak (GGL) berlebih dari makanan olahan dan siap saji terus
mendorong peningkatan kasus penyakit tidak menular (PTM) seperti obesitas, diabetes,
dan hipertensi di Indonesia. Sistem pelabelan gizi yang berlaku saat ini masih bersifat
sukarela, tidak berbasis bukti, dan kurang efektif dalam menurunkan konsumsi GGL. Hal
ini menunjukkan bahwa kebijakan yang ada belum efektif untuk menurunkan konsumsi
masyarakat terhadap produk tidak sehat yang berkontribusi pada PTM. Beberapa paket
kebijakan untuk mengatasi permasalahan PTM di Indonesia sedang dirancang, termasuk
kebijakancukaiminumanberpemanisdalamkemasan(MBDK)dan pembatasanpemasaran.

Untuk membantu konsumen membuat pilihan pangan yang lebih sehat, pemerintah
perlu segera mengadopsi Label Peringatan (Warning Label) yang bersifat wajib, mudah
dipahami, dan berbasis model profil gizi (Nutrient Profile Model/NPM) yang terbukti secara
globallebih efektif. Kajian ini disusun untuk membantu pemangku kepentingan mengambil
keputusan yang lebih lebih strategis, terukur, berbasis bukti dan berpihak pada kesehatan
masyarakat.

D@ UrgensiKebijakan Label Depan Kemasan

Tingginya konsumsi makanan olahan di Indonesia berkontribusi pada meningkatnya
prevalensi obesitas dan PTM seperti diabetes, dan hipertensi.'? Produk-produk ini
umumnya mengandung kadar gula, garam, danlemak (GGL) yang tinggi.**

B :1kaliperhari [ 1-6kaliperminggu [ <3 kaliperbulan

Minuman Manis

Makanan Manis

Mie Instan/Makanan
Instan lainnya

Jenis Konsumsi

Makanan berlemak/
berkolesterol/gorengan

Presentase 0 25 50 75 100

Gambar 1. Proporsi Kebiasaan Konsumsi Makanan dan Minuman pada Penduduk Umur >3 Tahun Menurut Provinsi (SKI 2023)

Menurut Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, sebagian besar penduduk Indonesia
cenderung sering mengonsumsi makanan dan minuman yang mengandung gula, garam,
dan lemak."? Namun, regulasi pengendalian GGL masih sangat terbatas. Strategi yang
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terbukti efektif adalah penerapan label peringatan wajib sebagai bagian dari paket
kebijakanpangankomprehensif untuk membantumasyarakat membuat pilihanmakanan
dan minuman yang lebih sehat, sehingga berkontribusi pada penurunanrisiko PTM.>¢

Pengendalian konsumsi GGL di Indonesia didasarkan pada kerangka hukum nasional
dan komitmen internasional. Secara internasional, Indonesia telah meratifikasi
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) melalui UU No.
11 Tahun 2005, yang mengakui hak atas kesehatan, termasuk akses informasi pangan
(Pasal12).” Komitmeninidiperkuatolehlaporan Special Rapporteuronthe Right to Health
(A/78/185, 2023), yang merekomendasikan penerapan label depan kemasan sebagai
bagian dari kewajiban negara untuk memenuhi hak kesehatan.® Selainitu, Indonesiajuga
telah meratifikasi Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) 2006
dalam UU No. 19 Tahun 2011, yang menjamin hak penyandang disabilitas atas standar
hidup layak termasuk pangan dan gizi.’

Di tingkat nasional, perlindungan hak atas pangan dan gizi dalam UUD 1945 mengakui
perlindungan hak atas pangan secara implisit melalui pasal-pasal tentang penghidupan
layak (Pasal 27 ayat (2)), hak untuk hidup (Pasal 28A), kesejahteraan (Pasal 28C ayat (1)
dan Pasal 28H ayat (1)), kesehatan (Pasal 28H ayat (1)), serta jaminan sosial (Pasal 28H
ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1)).”° UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Pasal 66) juga
menegaskan pengendalian faktor risiko PTM (termasuk konsumsi GGL berlebih) melalui
upaya promotif-preventif." Kebijakan di atas sejalan dengan:

‘ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Kesehatan
2025-2029 yang menargetkan penurunan PTM terkait pola makan."

‘ Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) dan Rencana Aksi Daerah
Pangan dan Gizi (RAD-PG) di 2025-2029 yang mencantumkan diabetes,
hipertensi, dan obesitas sebagaiisu prioritas.”

-

~
Regulasi teknis pendukung meliputi:

Peraturan MenteriKesehatanNo. 30 Tahun 2013 tentang Pencantuman Informasi
Kandungan Gula Garam Lemak (GGL)."

Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi."”
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) No. 31 Tahun 2018
tentang Label Pangan Olahan.”®

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) No. 26 Tahun 2021
tentang Informasi Nilai Gizi.”

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 yang memperkuat pengendalian Gula
Garam Lemak (GGL) (Pasal 194-195).18

J
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D@ Implementasi Label Depan Kemasan
Berbasis Bukti

Penerapan Label Depan Kemasan di Indonesia

Hasil evaluasi menunjukkan pelabelan gizi depan kemasan yang berlaku di Indonesia
saat ini tidak efektif dalam upaya menurunkan mengubah perilaku konsumen. Pelabelan
gizi depan kemasan Indonesia masih terbatas pada sistem Guideline Daily Amount (GDA)
monokrom dan Pilihan Lebih Sehat (PLS) yang bersifat sukarela. GDA sulit dipahami
karena berbasis angka dan tidak distandarisasi, sementara PLS kerap menimbulkan
kesalahpahaman, karena produk dengan kandungan gula cukup tinggi tetap dapat diberi
label “lebih sehat”.”2° Evaluasi terhadap sistem sukarela PLS yang dilakukan oleh GAIN
menunjukkan kelemahan mendasar. Banyak produk berlogo PLS tidak selaras dengan
standar World Health Organization (WHO) karena ambang batas GGL yang terlalu longgar,
misalnya biskuit tetap bisa mencantumkan logo PLS meski mengandung hingga 20 g
gqula/100 g, dan mie instan masih diperbolehkan menggunakan PLS meski mengandung
hingga 200 mg natrium/100 g. Akibatnya, produk tinggi gula dan natrium tetap dapat
memperoleh label lebih sehat, sementara cakupan produk yang mencantumkan label PLS
masih rendah karena sifatnya yang tidak wajib.?'

Pesan kesehatan yang ingin disampaikan melalui kebijakan label yang ada seringkali tidak
sampaisecarautuhkepadakonsumen.Halinimenunjukkan perlunyatransformasikebijakan
menuju sistem pelabelan yang lebih tegas, seragam, dan wajib. Label depan kemasan
menjadi penting karena mayoritas konsumen tidak membaca label nilai gizi secara rinci
di bagian belakang kemasan atau tidak memiliki waktu dan pengetahuan teknis untuk
menafsirkannya. Kebanyakan konsumen menghabiskan kurang dari 10 detik untuk
memilih suatu produk, sehingga tidak cukup waktu untuk membandingkan produk yang
satudenganyanglain.??-24

Sistem pelabelan yang saat ini berlaku di Indonesia belum mengikuti NPM yang
direkomendasikan oleh WHO. Label depan kemasan harus didasarkan pada model profil
gizi (NPM) yang komprehensif dengan kriteria yang jelas dan terdefinisidengan baik. Selain
memiliki kejelasan dari sisi profil gizi, label depan kemasan juga harus memiliki ketentuan
spesifik mengenai ukuran, logo, dan warna label yang mudah terlihat pada kemasan.?0%4
Negara-negara lain dengan NPM yang lebih ketat seperti Chili, Meksiko, Peru, Brazil, dan
Argentina mewajibkan adanya peringatan pada produk yang mengandung GGL melebihi
batas harian.?®

cisdi.org
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dan Mengapa Penting?

Nutrient Profile Model

(NPM)

Apaitu Nutrient Profile Model (NPM)

adalah alat kebijakan yang membantu pemerintah

mengidentifikasi produk pangan dalamkemasanyang tidak sehat, sehingga dapat digunakan
untuk mendorong kebijakan publik yang menurunkan konsumsinya.? NPM mengklasifikasikan
produk makanan dan minuman berdasarkan kandungan gizinya, serta menetapkan ambang
batas zat gizi yang perlu diperhatikan, seperti gula, garam, lemak jenuh, lemak trans, pemanis
non-gula dan kafein yang terbukti berhubungan erat dengan penyakit tidak menular.

NPM yang kuat dan berbasis bukti sangat penting sebagai landasan kebijakan kesehatan
masyarakat, karena menjadi dasar regulasi yang bertujuan menekan konsumsi produk tidak
sehat. NPM dapat digunakan dalam berbagai strategi kebijakan, antara lain:

@ Labelperingatan

@ Pembatasan pemasaran

. Standar makanan di sekolah dan pengadaan pangan publik
. Cukai pada produk tidak sehat

D@ JenisLabel Depan Kemasan

Label depan kemasan memiliki beberapa jenis pendekatan yang berbeda dalam
memberikaninformasi tentang kandungan gizi produk.

Tabel 1. Berbagaijenis label depan kemasan?®

Non-Interpretatif

Interpretatif

Nutrient-specific

Nutrient-specific

Summary indicator

Per portion (30g):

Energy Sugar Saturates | Salt
10| 5q | 3g |0.2g]001
% % o 4%

12% 6 <1%

Energy  Sugar Fat Saturates  Sodium
139kl 69g 79 339 21.2mg

2% 8 10% 17% 1%
of an adult’s guideline daily amount.

Each 40 g serving contains:

Guideline Dietary Amount

17.2g

Sugar
P
19%

Typical values per 100 g

Energy
348 kJ
4%

Label Lampu LaluLintas
(Multiple traffic light)

ALTO EN ALTO EN
S0DI0 AZUCARES

Label Peringatan
(Warning Label)

HIGH IN
SATURATED
FATS

SATURADAS,

NUTRI-GRADE

Label Pilihan Lebih Sehat
(Healthier Choice)

NUTRI-SCORE
Nutri-Score

5>

Nutri-Grade

NUTRI-GRADE

Eo)

Label non-interpretatif
hanya menyajikan angka
kandungan gizi tanpa
interpretasi panduan gizi

Label interpretatif membantu konsumen menilai kualitas gizi produk
dengan memberikan panduan visual yang jelas

000
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sATURADA | S0D0

Sistem label gizi bisa berbeda tergantung apakah penerapannya bersifat sukarela
atau wajib. Pada sistem yang sukarela, produsen boleh memilih sendiri apakah ingin
menampilkan label gizi di kemasannya, seperti pada GDA, Health Star Rating, Nutri-Score,
dan label lampu lalu lintas. Sementara itu, sistem yang bersifat wajib harus diterapkan
di semua produk makanan dan minuman dalam kemasan, seperti yang dilakukan pada
kebijakan label peringatan di berbagai negara saatini.

Penggunaan label peringatan direkomendasikan sebagai label paling
efektif, karena:

‘ Terbukti sebagai satu-satunya jenis label yang dapat menurunkan konsumsi produk
tidak sehat karena pesannyajelas dan mudah dipahami.?’-*?

. Bersifat wajib, diberlakukan untuk seluruh produk pangan kemasan yang relevan.
Penerapan label secara sukarela sebaiknya dihindari karena terbukti tidak cukup kuat
mendorong perubahan perilaku konsumsi.?°

. Mengacu pada ambang batas (threshold) per zat gizi yang perlu dikendalikan,
seperti gula, pemanis non gula, garam, lemak (termasuk lemak jenuh, lemak trans)
dengan ambang batas seragam untuk semua produk pangan, hanya dibedakan
antara produk padat dan cair, sehingga membuat pesan lebih jelas, tegas, dan
langsung.?® Hal ini guna memastikan label hanya diberikan pada produk yang perlu
dibatasi.

‘ Dirancang dengan visual yang mudah dimengerti, termasuk ukuran label yang
proporsional di semua kemasan, serta penggunaan elemen desain yang konsisten
sepertiikon, warna, dan format yang sederhana.****

. Dilaksanakan di bawah kendali penuh pemerintah, agar kebijakan ini terjamin
independensinya, bebas dari pengaruh industri, dan mampu dijalankan secara
berkelanjutan serta akuntabel.3*3¢

. Melarang adanya klaim gizi atau kesehatan pada produk yang memuat label
peringatan, misalnya “tinggi protein”, “lebih sedikit gula”, “tanpa penambahan gula”,
maupunklaim “bebas laktosa”. Pesanyang saling bertentangan pada kemasan dapat
membingungkan konsumen dan mengurangi efektivitas pelabelan sebagai alat

perlindungan kesehatan masyarakat.*”-*¢

-
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D@ Dampak Kebijakan Label Peringatan

Studi menunjukkan bahwa label peringatan lebih efektif mengurangi pembelian produk
tidak sehat dibandingkan jenis label lainnya.>¢3?4% Berbagai negara telah mengadopsi
kebijakan Label Peringatan secara wajib sebagai bagian dari strategi pengendalian PTM.
StudidariChili, Peru, Meksiko,danKanadamenunjukkanbahwapenerapanlabelperingatan
pada bagian depan kemasan terbukti paling efektif dalam membantu konsumen
mengidentifikasi produk tinggi GGL.*?%°° Di Chili, misalnya, setelah paket kebijakan label
peringatan diterapkan sejak 2016, terjadi penurunan pembelian produk tinggi GGL secara
signifikan tanpa mengganggu stabilitas ekonomi, serta tidak memiliki dampak terhadap
tenaga kerja dan penggajian di sektor makanan dan minuman.”” Hal serupa tercatat di Peru
dan Uruguay, dimana label peringatan menurunkan konsumsi makanan tidak sehat secara
konsisten diberbagai kelompok sosial ekonomi.#-4

Mandatory front-of-package warning labels Mandatory
in use around the world. View more at nutrient
GlobalFoodResearchProgram.org. e 5
Canada ; walr_n!ng
STUDEECM |mplemented Jul. 2022, policies
el coca Snts arata | 'ECJUITEd by Jan. 2026 Not vet full
Mexico October 2020 R impllémentgd

EXCESO
CALORIAS

EXCESOEN [ EXCESO EN

EXCESO EN
‘ GRASAS GRASAS ‘\]1]
. AZUCARES SATURADAS, TRANS . @
R

Colombia Implemented Dec. 2022, required by Dec. 2023
Israel

CONTIENE CAFEINA- s Venezuela ol
anuary 2020
Implemented %

2021, required
Brazil

by Dec. 2024
GORDURA Implemented Oct. 2022,
m required by Oct. 2023

Uruguay March 2021

Peru June 2019

e ALTO EN ALTO EN CONTIENE
saeissll| Azocar SODIO mnns

[evman su consuwo excesmo |

Chile June 2016

CONTIENE EDULCORANTES,

aToEN Azoen Amm

SODIO

EXCESO EN | [ EXCESO EN NO RECOMENDABLE EN NINOS/AS..
excesoen || EEer O exceso EN || Exceso en e

AZUCARES

SATURADAS

Av TOEN
CALORIAS

Tabel 2 : Estimasi perubahan permintaan MBDK setelah pengenaan cukai MBDK

CONTIENE CAFEINA.

EVITAR EN NINOS/AS.
Ministerio de Salud

Berbeda dengansistemlabel berbasis angka atau sukarela, label peringatan wajib bekerja
secara lebih interpretatif dan langsung menggunakan simbol atau kata-kata seperti
“Tinggi Gula” atau “Gula Berlebih” yang terbukti lebih mudah dipahami oleh konsumen
dari berbagai latar belakang pendidikan dan literasi gizi.>** Beberapa studi lainnya juga
menunjukkan bahwa label ini mengurangi pembelian produk tinggi GGL dan mendorong
produsen untuk melakukan reformulasi produknya.>4>4¢

Disisilain, penerapanlabel peringatanjuga perlu diterapkan bersamaan dengan kebijakan
pangan sehat lainnya untuk mendorong penurunan konsumsi, termasuk cukai MBDK dan
makanan ultra proses, pembatasan pemasaran produk tinggi GGL dan kebijakan makan di
sekolah. 24/

cisdi.org
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Rekomendasi Kebijakan

Menetapkan Kebijakan Komprehensif Lingkungan Pangan Sehat

Untuk menciptakan lingkungan pangan yang sehat dan mendorong konsumen membuat
pilihan makanan yang lebih bijak, diperlukan paket kebijakan komprehensif yang disusun
dengan visi holistik, berpijak pada bukti ilmiah, tanpa konflik kepentingan dan dijalankan
dengan kepemimpinan politik yang kuat dengan dukungan dari aktor non-pemerintah dan
masyarakat sipil.

Pilihan konsumen dipengaruhi oleh banyak faktor lain seperti harga, promosi, iklan, dan
ketersediaan produk. Oleh karena itu, diperlukan sinergi dengan kebijakan lain yang
menyasar berbagai celah dan menangkal dampak negatif dari pengaruh industri makanan
dan minuman ultra-proses yang umumnya tinggi akan GGL.

)

Studi sistematis di Chilimenunjukkan bahwa kombinasilabel peringatan dengan kebijakan
pendukung, seperti pembatasan pemasaran produk menghasilkan dampak signifikan.?®
Setelah implementasi kebijakan pada 2016, terjadi penurunan 24% pembelian minuman
manis dan 37% produk sarapan tinggi gula dalam jangka waktu 3 tahun. Efek inilebih besar
dibandingkan negara yang hanya menerapkan label depan kemasan tanpa intervensi
pendukung.Penelitiancross-sectionaldiChiliselama2015-2020 mengungkapkanbahwa
reformulasi produk oleh industri meningkat setelah kebijakan ini diimplementasikan, serta
menunjukkan adanya penurunan stok makanan tinggi GGL yang signifikan.*®

Kebijakan ini merupakan bagian dari Chile’s Law of Food Labeling and Advertising
yang mulai diberlakukan pada 2016, yaitu regulasi nasional pertama di dunia yang secara
bersamaan:*®
@ Mewajibkanlabel peringatan dibagian depan kemasan untuk produk tinggi
gula, garam, lemak jenuh, dan kalori.
@ Melarang pemasaran yang ditujukan kepada anak-anak untuk produk yang
memiliki label peringatan.
. Menghapus karakter kartun dan tokoh anak-anak dari kemasan produk yang
memilikilabel peringatan.
@ Melarang penjualan produk tinggi gula, natrium, atau lemak jenuh di
lingkungan sekolah, baik makanan maupun minuman.

Pendekatan terintegrasi ini menunjukkan bahwa intervensi gizi berbasis kebijakan publik
akan lebih efektif jika diterapkan secara komprehensif, bukan secara parsial. Chili
menjadi contoh global bahwa label peringatan yang dibarengi dengan pembatasan
iklan dan akses fisik ke produk tidak sehat dapat memperkuat perlindungan kesehatan
masyarakat, khususnya pada anak dan remaja. Pembelajaran dari Chili juga menunjukkan
pembatasan iklan hanya pada anak saja tidak cukup efektif, pembatasan harus dilakukan
lebih luas. Sementaraitu, evaluasi setelahlimatahunimplementasi menunjukkan beberapa
kelemahan seperti belum meratanya reformulasi industri (khususnya pada lemak jenuh),
penggunaan pemanis non gula, serta dampak pada PTM yang belum terlihat dalam jangka
pendek.
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Meskipunurgensipenerapan label depankemasan sebagaiupaya pengendalian PTM telah
diakui, implementasinya masih menghadapi hambatan serius di tingkat kelembagaan.
Hingga saat ini, Kementerian dan Lembaga terkait seperti Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Kesehatan
(Kemenkes), dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) belum berfokus dalam
pelaksanaan sistem label depan kemasan berbasis bukti.

Meksiko tidak hanya menerapkan label peringatan secarawaijib, tetapijuga melengkapinya
dengan kebijakan pembatasan pemasaran penetapan standar NPM berbasis WHO - Pan
American Health Organization (PAHO), dan transparansi dalam pengambilan kebijakan.
Meksiko bahkan menambahkan label peringatan khusus untuk produk yang mengandung
pemanis buatan demi melindungi anak-anak.” Berbagai studi di banyak negara
menunjukkan pentingnyakoordinasikuatantarlembaga. Studikasus tentangimplementasi
label peringatan di Meksiko mengidentifikasi tiga faktor kunci keberhasilan:®°

‘ Kepemimpinan kuat dari Kementerian Kesehatan
@ Kerangka hukumyangjelas (Undang-Undang Kesehatan 2023)
@ Memilikimekanisme Judicial Review

Berdasarkan beberapa faktor di atas diperlukan kepemimpinan politik yang kuat dan
berkomitmen dalam mendorong harmonisasi regulasi antar lembaga, terutama di antara
Kementerian Kesehatan, BPOM, dan Kementerian Perindustrian untuk mendorong sistem
pelabelan giziyang optimal.

e Melibatkan Publik Secara Inklusif dan Bermakna

Mengacu pada panduan WHO dan praktik baik darinegara-negara seperti Meksiko, Brazil,
Kanada dan Thailand, pelibatan publik yang inklusif, transparan, dan partisipatif dapat
meliputi sesi konsultasi publik, forum diskusi terfokus dengan komunitas rentan, serta
mekanisme daring untuk pengumpulan masukan publik yang terdokumentasi secara
sistematis.

Sayangnya, pelibatan publik terutama organisasi masyarakat sipil (Civil Society
Organization/CSO) di Indonesia masih rendah. Padahal keterlibatan mereka penting
untuk memastikan proses kebijakan berjalan transparan, akuntabel, dan mencerminkan
kebutuhan masyarakat. Kebijakan label peringatan pada kemasan makanan tinggi GGL
bukan sekadar urusan pemerintah danindustri. Agar efektif, kebijakanini harus melibatkan
berbagai pemangku kebijakan yang inklusif, termasuk aktor-aktor yang sering diabaikan
dalam pembuatan kebijakan, yaitu kelompok yang justru paling terdampak namun jarang
terlibat, seperti sekolah dan guru, orang tua dan komunitas keluarga, kelompok rentan,
serta media lokal dan influencer. Pelibatan secara bermakna memastikan keterlibatan
masyarakat sipil tidak terbatas hanya konsultatif saja, namun juga secara aktif dari proses
perencanaan hingga pengawasan. Partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan ini
dijamin oleh UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Pasal 96) dan General Comment No. 14 Komite Ekonomi, Sosial, Budaya (EKOSOB)
PBB (2000, paragraf 54) yang menekankan hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam
pengambilan keputusan kesehatan .°'*?
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Berbagaiaktorsepertilembagaakademik, CSO, komunitaskonsumen, dan media memiliki
peran penting dalam memastikan kebijakan berjalan efektif dan berpihak pada kesehatan
masyarakat. Di Indonesia, akademisi mendorong riset berbasis bukti untuk memperkuat
dasar kebijakan publik yang komprehensif, sementara CSO aktif terlibat dalam proses
konsultasi publik dan mengawal tata kelola kebijakan agar bebas dari konflik kepentingan.
Komunitas konsumen juga semakin kritis terhadap produk pangan tinggi gula, garam, dan
lemak, serta menuntut pemerintah menciptakan lingkungan pangan yang lebih sehat.
Media nasional turut berperan dengan mengangkatisu paparan iklan makanan tidak sehat
dan dampaknya terhadap anak-anak, meski peliputan tentang urgensi kebijakan pangan
sehat masih perlu diperluas.

Peranlintas aktorinitidak berhentipada tahap advokasi, tetapijuga perlu diperkuat melalui
mekanisme pengawasan partisipatif agarimplementasi kebijakan berjalan transparan dan
akuntabel, sekaligus memastikan hasilnya berdampak nyata bagi masyarakat.

Oleh karenanya, pengawasan partisipatif oleh para aktor tersebut harus bersifat
transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan bermakna sehingga bisa memastikan
implementasi tidak berhenti di level regulasi saja, misalnya memantau dan melaporkan
pelanggaraniklan makanan tidak sehat di sekitar sekolah. Pelibatan CSO, akademisi, serta
komunitas konsumen sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang disusun
benar-benar berpihak pada kesehatan masyarakat, bukan pada kepentingan industri.
SepertidiMeksiko, aliansi antara orang tua, CSO kesehatan, dan guru berhasilmendorong
pelarangan junk food di sekolah setelah mereka menyoroti kenaikan kasus obesitas anak
di media sosial.>® Contoh lain, pemerintah Brasil didorong untuk melibatkan berbagai
kelompok sosial-ekonomi dalam merumuskan label peringatan, sekaligus membuka
pasar untuk produk lokal sehat yang merupakan gabungan isu kesehatan dan keadilan
ekonomi.>?

Memperkuat Peran Strategis Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi
dalam Kebijakan Label Gizi dan Lingkungan Pangan Sehat

Dalam konteks kebijakan label peringatan pada kemasan, cukai MBDK, dan pembatasan
pemasaran produk tidak sehat, evaluasi yang terencana dan transparan sangat penting
untuk menjamin efektivitas dan akuntabilitas. Negara-negara seperti Chili dan Meksiko
menunjukkan bahwa kesuksesanintervensilabel depankemasan sangat bergantung pada
desain kebijakan yang kuat, pengukuran indikator sejak tahap awal, dan evaluasi dampak
secara berkala.>* Berikut adalah beberapa tahapan proses untuk kebijakan:

‘ Pra-Implementasi: Penetapan Indikator dan Kesiapan Sistem

Pada tahap awal, indikator-indikator kunci seperti tingkat pemahaman masyarakat
terhadap desain label, kesiapan pelaku industri dalam mematuhi regulasi, serta
potensi perubahan persepsi dan preferensi konsumen harus ditetapkan secarajelas
dan diukur melalui survei baseline. Penilaian awal juga bisa digunakan untuk menjadi
acuan dalam proses desain kebijakan. Pengalaman 6 bulan pertama program Makan
Bergizi Gratis (MBG) mengajarkan bahwa kurangnya payung regulasi dan petunjuk
teknis operasional dapat menghambat pelaksanaan di lapangan.®® Oleh karena itu,
kesiapan sistem sejak awal mutlak diperlukan. Salah satu bentuk persiapan adalah
melakukan sosialisasi rencana kebijakan juga perlu dilakukan untuk mendukung
kelancaranimplementasilabel depan kemasan.
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Evaluasijangka pendek (0-5 tahun): Respons Konsumen dan Kepatuhan
Industri

Dalam jangka pendek, evaluasi perlu difokuskan pada perubahan perilaku konsumen
(misalnya, penurunan pembelian produk tinggi GGL), tingkat pemahaman terhadap
label interpretatif, dan kepatuhan industri terhadap regulasi (misalnya, pelabelan
dan pembatasan iklan). Berbagai studi evaluasi di negara yang telah menerapkan
label peringatan secara wajib menunjukkan bahwa kebijakan ini berkontribusi pada
penurunan konsumsi kalori, gula, dan natrium sebesar 7-9%.5°-°¢ Konsistensi temuan
ini di berbagai desain studi dan populasi memperkuat bukti bahwa label peringatan
efektif dalam mengubah pola pembelian pangan. Selain itu, survei konsumsi
yang dilakukan secara berkala penting untuk menilai sejauh mana label dipahami
masyarakat dan sejauh mana label tersebut mempengaruhi keputusan pembelian.

Penegakan dan Monitoring Partisipatif

Penegakanhukum jugaharus menjadibagianintegral dari proses evaluasi. Mekanisme
seperti sistem denda progresif terhadap pelanggaran berulang dapat memberikan
insentif kepatuhan bagiindustri. Namun, pemantauan tidak hanya menjadi tanggung
jawab pemerintah saja. Studi dari Chili membuktikan bahwa pelibatan CSO dalam
pemantauan mampu mendeteksi praktik pemasaran yang melanggar ketentuan
dengan lebih efektif.>” Pendekatan monitoring partisipatif perlu diadopsi secara
formal dengan melibatkan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, lembaga
pendidikan, lembaga riset independen, dan masyarakat sipil. Pendekatan ini tidak
hanya memperluas kapasitas pemantauan, tetapi juga memperkuat legitimasi publik
dan mempercepat deteksi pelanggaran di tingkat komunitas. Hasil dari monitoring
dapat menjadi antisipasi awal tentang hambatan untuk implementasi label depan
kemasan dan membantu mengantisipasi cara untuk mengatasi hambatanini.

Evaluasi Jangka Panjang (>5 Tahun): Dampak Kesehatan dan Ekonomi

Untuk evaluasijangka panjang, evaluasi diarahkan pada pada dampak nyata terhadap
kesehatan masyarakat dan sistem kesehatan, termasuk penurunan prevalensi
obesitas, diabetes tipe 2, dan PTM lainnya. Di samping itu, indikator lainnya dapat
berupa dampak ekonomi seperti efisiensi dalam pembiayaan kesehatan publik
(misalnyapenurunanbebanbiayapengobatanBPJS). Selainitu, perubahanlingkungan
pangan secara sistemik, termasuk reformulasi produk oleh industri juga bisa menjadi
indikator lainnya. Pembelajaran dari Chili dan Meksiko menunjukkan bahwa evaluasi
dampak perilaku seperti penurunan pembelian produk tinggi gula dapat terlihat
dalam2-3tahunpertama, namundampakterhadap penurunanobesitasdanPTMbaru
terukur secara signifikan setelah 7-10 tahun penerapan kebijakan.*** Pembelajaran
global menunjukkan bahwa penting untuk mengukur dampak agregat dari kombinasi
intervensi kebijakan.> Misalnya, label depan kemasan, cukai MBDK, dan pembatasan
pemasaran jika diterapkan bersamaan akan memberikan efek sinergis dalam
mendorong pergeseran pola konsumsi. Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi yang
mengintegrasikan berbagai kebijakan jauh lebih relevan dibandingkan evaluasi yang
dilakukan secara terpisah pada satu kebijakan saja.
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Memastikan Kebijakan Lingkungan Pangan Sehat yang Bebas Konflik
Kepentingan

Salah satu aspek krusial dalam penyusunan dan implementasi kebijakan kesehatan, yaitu
pengelolaan konflik kepentingan dan keterlibatan pemangku kepentingan secara adil dan
transparan.®® Menurut Laporan Lancet Commission salah satu hambatan utama dalam
penanganan obesitas adalah keterlibatan pelaku komersial yang memiliki kepentingan
pribadi dalam proses kebijakan.°’ Sebagai contoh dalam proses pembahasan kebijakan
cukai MBDK di Indonesia menunjukkan bagaimana narasi dampak ekonomi dan usaha
mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang didorong industri dapat mempengaruhijalannya
kebijakan, sehingga berkontribusi pada penundaan implementasi hingga 2026.5%-¢4 Hal
serupajuga terjadidiAfrika Selatandimanaindustrimengklaim bahwa kenaikan cukaidapat
berpengaruh pada lapangan pekerjaan, bisnis kecil, serta berpotensi menurunkan Gross
Domestic Product (GDP) negara meski tidak didasari dengan bukti kuat.®®> Keterlibatan
tersebut tidak sejalan dengan kepentingan kesehatan publik, dan justru menimbulkan
konflik kepentingan. Pernyataan ini menegaskan bahwa jika kepentingan industri atau
pelaku komersial tidak dikendalikan, maka kebijakan kesehatan berisiko besar untuk
dikompromikan. Ruang partisipasi publik kerap kali dibayangi oleh dominasi industri
makanan dan minuman dalam proses perumusan kebijakan. Untuk itu, kebijakan yang
komprehensif juga harus bebas dari konflik kepentingan. Proses penyusunan kebijakan
harus mengedepankan buktiilmiah dan menjauhkan industri dari meja perumusan regulasi.
Kebijakan yang melibatkan industri sebagai aktor utama cenderung melemah dan tidak
efektif.
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Menghadang Interferensi Industri
Demi Kebijakan Label Depan Kemasan
yang Transparan dan Pro-Kesehatan
Publik

NarasiIndustril:

“Kebijakan label peringatan akan menghambat pertumbuhan
ekonomi dan merugikan pelaku usaha mikro.”

Studimenunjukkanbahwapenerapanlabelperingatantidakmenimbulkandampak negatif
terhadap ekonomi, khususnya terhadap lapangan kerja dan upah di sektor makanan dan
minuman.¢’ StudidiPerumenemukanbahwapenerapanlabelperingatandancukaiminuman
berpemanis secara bersamaan tidak menyebabkan penurunan pekerjaan atau upah,
bahkan dalamindustriyang paling terdampak.®’ Temuan serupa juga terjadidi Chili, dimana
kebijakan label peringatan tidak memengaruhi tren ketenagakerjaan atau pendapatan di
sektor makanan.*' Selainitu, di Meksiko, label peringatan diproyeksikan mencegah 1,3 juta
kasus obesitas dan menghemat biaya kesehatan hingga US$1,8 miliar dalam lima tahun.¢®
Bukti ini membantah klaim industri bahwa label peringatan merugikan ekonomi, dan
malah merupakan desaindenganbiaya yang efektif (cost-effective) sertamenunjukkan
potensi transformasi menuju ekosistem pangan sehat yang dapat membuka peluang
baru, termasuk bagi UMKM. Bahkan, WHO merekomendasikan penerapan label depan
kemasan menjadi bagian dariintervensi ‘best buy’ yang cost-effective untuk menurunkan
faktor risiko PTM, serta dalam jangka panjang dapat mengurangi beban biaya kesehatan
melalui pencegahan PTM.#

NarasiIndustri 2:

“Pengurangan konsumsi GGL tidak disebabkan oleh label gizi,
konsumen memiliki hak untuk memilih.”

Label peringatan di depan kemasan justru memperkuat kebebasan memilih karena
memberiinformasi yang jelas dan cepat dipahami, sehingga konsumen dapat mengambil
keputusanyanglebih sehat. Studimenunjukkanbahwalabel peringatanjustrumemperkuat
hak konsumen untuk memilih dengan memberikan informasi yang jelas, mudah dipahami,
danberbasisbuktitentangkandungangiziproduk.?¢ Evaluasikebijakandi Chilimenunjukkan
penurunan pembelian produk tinggi gula, kalori, lemak jenuh, dan/atau natrium setelah
penerapan label peringatan dan kebijakan terkait, yang menunjukkan bahwa konsumen
membuat pilihan lebih sehat ketika mereka mendapatkan informasi yang memadai di
kemasan.?® Argumen “hak memilih” ini merupakan taktik klasik industri untuk menentang
kebijakan kesehatan masyarakat. Faktanya, label peringatan adalah kebijakan yang
bersifat informatif, bukan restriktif, yang bertujuan membantu konsumen memahami
risiko kesehatan dari konsumsi gula, garam, dan lemak berlebih tanpa menghalangi
akses terhadap produk.*’
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. NarasiIndustri 3:

“Label Peringatan menyudutkan produk tertentu
secara tidak adil.”

Faktanya, regulasi label peringatan diterapkan berdasarkan NPM yang objektif dan
berlaku untuk semua produk kemasan yang melebihi ambang batas gula, garam, dan
lemak, tanpa membedakan produsen. Argumen “ketidakadilan” ini merupakan strategi
komunikasi yang sering digunakan korporasi besar untuk melemahkan dukungan publik
terhadap kebijakan kesehatan. Padahal, kebijakan label peringatan terbukti mendorong
reformulasiproduk olehindustridan memberikan manfaatjangka panjangbagimasyarakat
serta sistem kesehatan.*®¢”7° Studi di Amerika Latin juga menunjukkan bahwa aktivitas
politik korporasi industri dapat diminimalkan ketika CSO dan media melakukan advokasi
dan pemantauan secarareguler.”' Di Brasil, Brazilian Institute of Consumer Rights bersama
CSO lain dan media mendukung penerapan label depan kemasan melalui kampanye
informasi publik yang membantah klaim industri bahwa label tersebut menyesatkan
konsumen.’? Di Meksiko, koalisi CSO bersama kelompok riset independen memperkuat
dukungan publik terhadap kebijakan cukai minuman berpemanis dan label peringatan
dengan menampilkan bukti empiris mengenai manfaat kesehatan.”*

Tanpa regulasi yang tegas, industri memiliki celah untuk menyusupi ruang kebijakan,
baik melalui pendanaan riset atau bermotif promosi, kemitraan semu dengan lembaga
publik, atau partisipasi dalam tim teknis penyusunan kebijakan tanpa transparansi. Dengan
mengantisipasi strategi industri, mengedepankan bukti ilmiah, dan membangun sistem
regulasiyang transparan, negara dapat menjaga integritas kebijakan label peringatan dan
kebijakan kesehatan lainnya. Ini tidak hanya penting untuk melindungi masyarakat dari
bebanPTM, tetapijugauntuk mendorong transformasi ekonomimenuju ekosistem pangan
yang lebih sehat, inklusif, dan berkelanjutan.

) )

Mengantisipasi Interferensi Industri

Untuk melawan narasi industri yang tidak sejalan dengan tujuan kesehatan publik,
pemerintah perlu:

' Menguatkan regulasi konflik kepentingan, seperti melarang pelaku industri terlibat
dalam diskusi penyusunan kebijakan dan tersedianya mekanisme untuk menyaring
CSO atauindividu dengan konflik kepentingan.

' Mendorong riset independen tentang dampak label depan kemasan, sehingga
kebijakan berbasis bukti, bukan tekanan lobiindustri.

' Membangun koalisi dengan CSO dan media untuk mengedukasi publik tentang
pentingnya label depan kemasan berbasis bukti.
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D@ Kesimpulan

Agar label depan kemasan di Indonesia benar-benar efektif, langkah-langkah berikut
perlu diambil:

Menerapkan label peringatan secara wajib dengan desain yang jelas dan berbasis
bukti.

Mengombinasikan dengan kebijakan lain, seperti cukai makanan dan minuman tinggi
gula, garam, danlemak serta pembatasan pemasaran.

Menyelaraskan kebijakan berbasis bukti berdasarkan dengan studi NPM berbasis
produk pangan olahan yang dijual diIndonesia.

Memperkuat koordinasi lintas-lembaga dan kemauan politik (political will) dari para
pimpinanlembaga

Melibatkan masyarakat sipil (CSO, akademisi, serta komunitas konsumen) dalam
proses kebijakan untuk memastikan transparansi.

Mengantisipasiinterferensiindustri dengan regulasi konflik kepentingan yang ketat.

Dengan pendekatan ini, Indonesia dapat menciptakan lingkungan pangan yang lebih
sehat dan mengurangi beban penyakit tidak menular di masa depan. Kebijakan label
depan kemasan perlu dirancang sebagai proses yang kolaboratif berbasis bukti dengan
akademisi dan masyarakat , sekaligus menjunjung tinggi prinsip keadilan kesehatan dan
hak konsumen atas informasiyang jelas dan mudah dipahami.
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Lampiran1
Tabel Indikator Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Gizi

Tahapan

Indikator utama

Metode

Pelaksana*

Sebelum
Implementasi

Q Tingkat pemahaman masyarakat terhadap desainlabel

yang akan digunakan

. Comparative study tentang penerapan berbagailabel

depan kemasan.
@ Memastikan pelaku industrimemahamikonteks
peraturanyang sudah berlaku

. Potensiperubahan persepsi dan preferensi konsumen

Surveibaseline; wawancara mendalam

Kemenkes, BPOM,
Kemenko PMK,
BPS, akademisi,
CSO

. Perubahan lingkungan pangan secara sistemik:
misalnya reformulasi produk

Monitoring: ‘ Tingkat kepatuhan industri terhadap pelabelan Audit ritel; dokumentasi BPOM, Kemenko
Kepatuhandan @ Jumlah pelanggaran dan sanksi pelanggaran PMK, CSO
penegakan
hukum
Monitoring: . Laporanindependen dari CSO/akademisi Pemantauan komunitas; pelaporan Akademisi,
MO”,”F’””Q @ Pelibatan masyarakat dalam pengawasan dariCSO Kemenko PMK,
partisipatif CSO
Evaluasi: ‘ Perubahan volume penjualan produk diberilabel Data pemindaianritel/data penjualan; Kemenkes, BPOM,
Jangka pendek peringatan survei konsumen(persepsi, Kemenko PMK,

. Persepsi dan pemahaman terhadap label pemahaman, keterbacaan dan BPS, akademisi,

. Tingkat kepatuhan industri terhadap pelabelan perilaku); uji coba lapangan (audit CSO

@ Niatkonsumen membeli produk lebih sehat kepatuhan label, pengaruh terhadap

pembelian produk berlabel)

Evaluasi: ‘ Penurunan prevalensi obesitas, diabetes, PTM lain Studikohort; pemodelan dampak; Kemenkes, BPOM,
Jangka panjang @ Efisiensi biaya kesehatan data surveilans nasional BPS, akademisi,

CSO

* bebas dari konflik kepentingan
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